KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1)
huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang
menyebabkan dilakukannya pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,

bahwa dalam rangka pengelolaan Dana BOS Afirmasi dan
BOS Kinerja untuk Satdikdas Negeri pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah sesuai surat dari Kementerian
Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Nomor 906/5426 /Keuda tanggal 9 Oktober 2019 maka perlu
dilakukan penyesuain penganggaran Alokasi Dana BOS;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banggai Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225});

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 11);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerimaan
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di kelurahan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bangai Nomor 67);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2019 Nomor 1};



Memperhatikan:

Menetapkan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima
BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima
BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 serta Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 dan lampiran dalam Peraturan Bupati
Banggai Nomor 36 Tahun Anggaran 2019 Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2019 Nomor 2482) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp168.604.086.112,24

Bertambah /Berkurang 0,00

Menjadi Rp168.604.086.112,24
b. Dana Perimbangan

Semula Rp1.489.614.730.803,00

Bertambah /Berkurang 0,00

Menjadi Rp1.489.614.730.803,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula Rp386.056.996.544,00

Bertambah /Berkurang Rp9.561.000.000,00

Menjadi Rp395.617.996.544,00

Jumlah Pendapatan Rp2.053.836.813.459,24




2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1.

Belanja Pegawai

Semula Rp825.747.224.148,34
Bertambah /Berkurang 0,00
Menjadi Rp825.747.224.148,34

. Belanja Subsidi

Semula Rp404.000.000,00
Bertambah /Berkurang 0,00
Menjadi Rp404.000.000,00

. Belanja Hibah

Semula Rp20.786.400.000,00
Bertambah /Berkurang 0,00
Menjadi Rp20.786.400.000,00

. Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp7.092.943.747,00
Bertambah /Berkurang 0,00
Menjadi Rp7.092.943.747,00

dan Pemerintah Desa
Semula

Bertambah /Berkurang
Menjadi

. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota

Rp8.506.700.000,00

0,00
Rp8.506.700.000,00

. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/

Kabupaten/ Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik

Semula Rp352.510.700.298,00
Bertambah /Berkurang Rp16.548.513,00
Menjadi Rp352.527.248.811,00
Belanja Tidak Terduga

Semula Rp 600.000.000,00
Bertambah /Berkurang 0,00
Menjadi Rp600.000.000,00

Jumlah Belanja

Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1.

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Belanja Pegawai
Bertambah /Berkurang
Menjadi

. Belanja Barang dan Jasa

Rp1.215.664.516.706.34

Rp45.909.956.400,00
0,00
Rp45.909.956.400,00

Semula Rp479.186.105.258,34
Bertambah /Berkurang 0,00
Menjadi Rp479.186.105.258,34

. Belanja Modal

Semula Rp316.924.964.790,25
Bertambah /Berkurang Rp9.561.000.0070,00
Menjadi Rp326.485.964.790,25

Rp851.582.026.448,59
Rp2.067.246.543.154,93
(Rp13.409.729.695,69)



3. Pembiayaan
a. Penerimaan

Semula Rp18.409.729.695,69
Bertambah /Berkurang 0,00
Menjadi Rp18.409.729.695,69
b. Pengeluaran
Semula Rp5.000.000.000,00
Bertambah /Berkurang 0,00
Menjadi Rp5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp13.409.729.695,69

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 11 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ABDULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2488



